SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu
membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya
tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;



10.

11,

12.

13.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemillhan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat ~ Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Pemillhan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1505);

14. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
443 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan  Sistem = Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor
1406 /PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal
Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan
Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya Nomor 14/PK.01/3578/2022 tanggal
28 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURABAYA.

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
sebagaimana dimaksud pada Dikum KESATU Keputusan
ini mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan



membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

KETIGA . Biaya yang timbul

sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kota Surabaya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor
190/HK.03.1/3578/2021 Tentang Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
_KQTA SURABAYA
4._,,_.ﬁ_---.};??.i;a1a‘ Sub Bagian Hukum dan
/= /Sumber Daga Manusia
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manoko Iman Santoso

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd.

NUR SYAMSI




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SURABAYA

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN

LINGKUNGAN KOMISI

KOTA SURABAYA
DAFTAR NAMA

INTERN PEMERINTAH DI

PEMILIHAN UMUM

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DAN URAIAN TUGASNYA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

No. ~ Nama Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam SPIP
1. | AGUS TURCHAM ANGGOTA/KETUA DIVISI PENGARAH
HUKUM DAN PENGAWASAN
2. | WAHYU RACHMADANI SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
SETIAWAN
3. | WIRATMOKO IMAN SANTOSO | KEPALA SUB BAGIAN HUKUM KOORDINATOR
DAN SDM
4. | RADITYA DWITA ARDANA KEPALA SUB BAGIAN SATGAS - UNSUR
KEUANGAN, UMUM, DAN PEMANTAUAN DAN
LOGISTIK PENGENDALIAN INTERN
5. | OCTIAN ANUGERAHA KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS SATGAS - UNSUR
PENYELENGGARAAN PEMILU LINGKUNGAN
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN PENGENDALIAN
MASYARAKAT
6. | ENDAH YULI EKOWATI KEPALA SUB BAGIAN SATGAS - UNSUR
PERENCANAAN DATA DAN PENILAIAN RESIKO
INFORMASI
7. | DWI SETYO HARTOKUMORO STAF SUB BAGIAN HUKUM SATGAS - UNSUR
DAN SDM KEGIATAN
PENGENDALIAN
8. | PUGUH BUDIONO STAF SUB BAGIAN SATGAS - UNSUR
KEUANGAN, UMUM, DAN INFORMASI DAN
LOGISTIK KOMUNIKASI

Salman sesuai dengan aslinya,
SRE " KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd.

NUR SYAMSI




